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PERATURAN MENTERI

KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi
untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu
dilakukan pengelolaan yang optimal dengan
memperhatikan daya dukung dan kelestariannya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, perlu
mengatur kembali usaha pembudidayaan ikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007
tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 25);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya
dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
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2. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan.

3. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

4. Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang
secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut
dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, dan/atau menangani hasil panen sarana produksi
pembudidayaan ikan.

5. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk
memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang
mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan
dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk
memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha
pembudidayaan ikan.

6. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI,
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan pengangkutan ikan.

8. Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia adalah kapal yang telah
didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

9. Kapal pengangkut ikan berbendera asing adalah kapal yang
berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar
kapal Indonesia.

10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi
perikanan.

11. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau
secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan
hasil pembudidayaan.

12. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan
umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan bersandar, berlabuh,
bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
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dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang
perikanan.

13. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan
mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

14. Pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir adalah pelabuhan
perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditetapkan
sebagai tempat melaporkan muatan kapal atau untuk mengisi
perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebelum kapal
pengangkut ikan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.

15. Pelabuhan tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan
umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk
melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan kapal
pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.

16. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal, yang
selanjutnya disingkat RPIPM adalah keterangan tertulis yang memuat
persetujuan kegiatan pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman
modal.

17. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah
surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh
setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

18. Pungutan pengusahaan perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP,
adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam
rangka memperoleh SIUP, RPIPM, atau SIKPI, sebagai imbalan atas
kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk
melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia.

19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan.

22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas
teknis di bidang perikanan budidaya.
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23. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau
kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II

JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi:

a. usaha pembenihan ikan;

b. usaha pembesaran ikan;

c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;

d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;

e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan;

f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan; dan

g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan
hasil pembudidayaan.

Pasal 3

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan
telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Pasal 4

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan
ukuran panen.

Pasal 5

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan

b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

Pasal 6

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran
ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.


